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GKASAN ISI INFO 1 AR PENG DIBUKA DITUTUP ANG AKTU
Terbuka jika mendapat
persetujuan tertulis dari
; i Dapat mengungkap rahasia yang bersangkutan atau
- .epeg:awalan (berisi UU Nomor 14 Tahun 2008, | pribadi yang bersangkutan melindungi data dan digunakan oleh unit kerja
1 seluruh arsip fisik dokumen : ; . . .. .
b G Pasal 17 huruf (h) dan menghindari informasi seseorang yang menguasai informasi
individu ASN) . .
penyalahgunaan data pribadi untuk pelayanan
kepegawaian terhadap ASN
yang bersangkutan
9 Daftar usulan mutasi jabatan | UU Nomor 14 Tahun 2008, Dapat mengganggu menjaga objektifitas E:;ftalal Ee;g::id;jz‘nh iean
ASN Pasal 17 huruf (i) pengambilan keputusan pengambilan keputusan tertu?ii ¢ cara
Laporan pengusulan cerai UU Nomor 14 Tahun 2008, | Dapat mengungkap rahasia melindungi data dan Terbuka?.jﬂca mend.apat g
3 |asN Pasal 17 huruf (h) ribadi yang bersangkutan informasi seseoran, persetujuan tertulis dari
p 8 yang bersangkutan
y - .y UU Nomor 14 Tahun 2008, Dapat mengganggu menjaga objektifitas e Pengafiﬂan aan
4 |Disposisi surat Pimpinan ; 5 ; lembaga Pemerintah secara
Pasal 17 huruf (i) pengambilan keputusan pengambilan keputusan ceitalis
: UU Nomor 14 Tahun 2008, | Dapat mengganggu proses menjaga objektifitas peaniah Pengafiﬂan dan
5 |Nota dinas . ; . lembaga Pemerintah secara
Pasal 17 huruf (i) pengambilan keputusan pengambilan keputusan tariiilis
Usul penjatuhan sanksi UU Nomor 14 Tahun 2008, | Dapat mengungkap rahasia melindungi data dan Terbukz} jika mend.apat .
6 | disiplin ASN Pasal 17 huruf (h) pribadi yang bersangkutan informasi seseoran persctujuan tertulis dari
P € vang bersangkutan
dapat mengganggu
kepentingan perlindungan melindungi data dan ; ;
~ Dokumen Surat UU Nomor 14 Tahun 2008, hak atas kekayaan informasi hak atas kekayaan i:gta: ;’::Ji?g]ﬂ;nh ieaja:a
Pertanggungjawaban (SPJ) Pasal 17 huruf (b) intelektual dan perlindungan intelektual atau 28
: < tertulis
dari perlindungan usaha

persaingan usaha tidak sehat




Surat Penawaran Harga pada

UU Nomor 14 Tahun 2008,

dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan

melindungi data dan
informasi hak atas kekayaan

perintah Pengadilan dan

8 dokumen pemenang lelang Pasal 17 huruf (b) intelektual dan perlindungan intelektual atau 1emba'ga Pemerintah secara
. . tertulis
dari perlindungan usaha
persaingan usaha tidak sehat
dapat mengganggu
Dokumen penawaran UU Nomor 14 Tahun 2008, kepentingan perlindungan ‘ mehr.ldung1 data dan perintah Pengadilan dan
pengadaan (yang memuat hak atas kekayaan informasi hak atas kekayaan .
9 . h Pasal 17 huruf (b) dan . . ) lembaga Pemerintah secara
data pribadi atau dokumen huruf i) intelektual dan perlindungan intelektual atau tertulis
lainnya yang dilindungi) dari perlindungan usaha
persaingan usaha tidak sehat
melindungi data dan . .
Dol::umen kelengkapan Surat UU Nomor 14 Tahun 2008, Dapat.mengganggu proses | o masi hak atas kekayaan perintah Penga(‘:hlan dan
10 |Perintah Membayar (SPM) . pemeriksaan oleh Lembaga . lembaga Pemerintah secara
. Pasal 17 huruf (j) . . intelektual atau .
tahun berjalan audit Pemerintah . tertulis
perlindungan usaha
Dapat mengganggu proses melindungi data dan . 1
11 |Neraca Keuangan UU Nomor 14 Tahun 2008, pemeriksaan/audit yang | informasi hak atas kekayaan lpet:::;lta;x g:nge?fm ah (::::ara
g Pasal 17 huruf (j) akan dilakukan oleh intelektual atau tertuzg m
Lembaga audit Pemerintah perlindungan usaha s
Susunan Keanggotaan, Data . 1 . . . ,
Pribadi Data Penerima Hibah | UU Nomor 14 Tahun 2008, Berpot'ens1 disala_?'zgunakan Menjaga da.n perintah Pengafhlan dan
12 oleh pihak yvang tidak penyalahgunaan pihak yang |lembaga Pemerintah secara
Ormas/LSM Badan Kesatuan Pasal 17 huruf (c,g,h) berkepentingan tidak bekepentin tertuli
Bangsa dan Politik P & eRep gan eriuis
UU N 14 Tahun 2008 )
Mitra Kerja Badan Kesatuan omor ne ’ Menjaga pertahanan dan |perintah Pengadilan dan
.. Pasal 17 huruf { ¢ ) UU No. {Dapat Membahayakan .- .
13 |Bangsa dan Politik yang keamanan negara (stabilitas |lembaga Pemerintah secara
i \ 3 Tahun 2002 tentang  |pertahanan kemanan negara . .
bersifat Intelejen daerah dan wilayah) tertulis
Pertahanan Negara
Data Laporan Penanganan UU Nomor 11 Tahun 2008 Berpot‘enm d1sa.la}'1gunakan Menjaga da:rl perintah Pengaclillan dan
14 . oleh pihak vang tidak penyalahgunaan pihak yang |lembaga Pemerintah secara
Konflik Pasal 17 huruf (a) . ) . .
berkepentingan tidak bekepentingan tertulis
Data Laporan Situasi Daerah | UU Nomeor 11 Tahun 2008 Berpotlen51 dlsala.“ngunakan Menjaga da:rl perm Pengat.illan dan
15 (LAPSITDA) Sulawesi Tengah Pasal 17 huruf {a) oleh pihak yvang tidak penyalahgunaan pihak yang |lembaga Pemerintah secara
g berkepentingan tidak bekepentingan tertulis




Berpotensi disatahgunakan Menjaga dari perintah Pengadilan dan
16 |Data NGO (WNA) UU Nomor 14 Tahun 2008, oleh pihak yang tidak penyalahgunaan pihak yang |lembaga Pemerintah secara
Pasal 17 huruf {f) . . . .
berkepentingan tidak bekepentingan tertulis
Berpotensi disalahgunakan Menjaga dari perintah Pengadilan dan
17 |Rekapitulasi Unjuk Rasa UU Nomor 11 Tahun 2008 oleh pihak yang tidak penyalahgunaan pihak yang |lembaga Pemerintah secara
Pasal 17 huruf (a) . ) . .
berkepentingan tidak bekepentingan tertulis
Laporan Pengamatan dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Berpot.enm di a%:gunakan Menjaga dal.n pe Pengat.:lﬂan dan
i8 Pengawasan (Matwas) Pasal 17 huruf {a) oleh pihak yang tidak penyalahgunaan pihak yang |lembaga Pemerintah secara
£ berkepentingan tidak bekepentingan tertulis
. UU Nomer 11 Tahun 2008 Berpot':en51 d1ﬂ@@n&m Menjaga da.n perintah Pengat;hlan dan
19 |Laporan Pusomin oleh pihak yang tidak penyalahgunaan pihak yang |lembaga Pemerintah secara
Pasal 17 huruf (a) ; . . .
berkepentingan tidak bekepentingan tertulis
Informasi belum Dapat menimbulkan menghindari
20 |dik ast {:E gbe UU Nomor 11 Tahun 2008 pendistribusian data dan | penyalahgunaan, kekeliruan tidak terbatas
u a Pasal 6 informasi yang tidak valid dan ketidgkaluratan data

didokumentasikan

atau tidak tepat

anfinformasi
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